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BAB I : 

KETENTUAN UMUM
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Definisi dalam Permendikbudristek tentang SPBE (Pasal 1)

4

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Layanan SPBE
3. Arsitektur SPBE
4. Peta Rencana SPBE
5. Proses Bisnis
6. Pusat Data
7. Infrastruktur SPBE
8. Jaringan Intra
9. Sistem Penghubung Layanan
10. Aplikasi SPBE
11. Aplikasi Umum
12. Aplikasi Khusus
13. Keamanan SPBE
14. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
15. Koordinator SPBE Kementerian
16. Pengelola SPBE Kementerian
17. Kementerian dan Menteri
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Prinsip Pelaksanaan dan Ruang Lingkup SPBE Kementerian (Pasal 2 dan 3)

5

Prinsip Pelaksanaan SPBE
• Efektivitas;
• Keterpaduan
• Kesinambugan
• Efisiensi
• Akuntabilitas
• Interoperabilitas
• Keamanan

Ruang Lingkup SPBE Kementerian
• Tata Kelola SPBE Kementerian
• Manajemen SPBE Kementerian
• Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
• Penyelenggara SPBE Kementerian
• Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian
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BAB II : 

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN 
BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN
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Unsur SPBE Kementerian
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1. Arsitektur SPBE Kementerian

2. Peta Rencana SPBE Kementerian

3. Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian

4. Proses Bisnis

5. Data dan Informasi

6. Infrastruktur SPBE Kementerian

7. Aplikasi SPBE Kementerian

8. Keamanan SPBE Kementerian

9. Layanan SPBE Kementerian
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Arsitektur SPBE Kementerian (Pasal 5)
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Arsitektur SPBE Kementerian bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi 
Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, Aplikasi SPBE Kementerian, dan 
Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian yang terpadu. 

Arsitektur SPBE Kementerian memuat : 
- Referensi Arsitektur, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai 

acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- Domain Arsitektur, mendeskripsikan substansi arsitektur, yang memuat : 

a) domain arsitektur Proses Bisnis; 
b) domain arsitektur data dan informasi; 
c) domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian; 
d) domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian; 
e) domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian;  
f) domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian.
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Arsitektur SPBE Kementerian (Pasal 6 dan 7)
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Arsitektur SPBE Kementerian  
• Disusun oleh Pengelola SPBE 

Kementerian di bawah koordinasi oleh 
Koordinator SPBE Kementerian. 

• Ditetapkan oleh Menteri untuk jangka 
waktu 5 tahun. 

• Harus dilaksanakan oleh seluruh unit 
kerja pada Kementerian dan digunakan 
sebagai pedoman dalam penyusunan 
perencanaan SPBE Kementerian. 

• Dapat direviu pada paruh waktu dan 
tahun terakhir pelaksanaan, atau 
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 
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Peta Rencana SPBE Kementerian (Pasal 8)
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Peta Rencana SPBE 
Kementerian  

Merupakan penjabaran lini masa, target capaian, program, dan 
kegiatan unit kerja pada Kementerian untuk mencapai Arsitektur 
SPBE Kementerian

Penyusunannya dilaksanakan oleh Koordinator SPBE Kementerian, 
dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur 
SPBE Kementerian, dan rencana strategis Kementerian

Saat menyusun Peta Rencana SPBE Kementerian, dapat melakukan 
koordinasi dan/atau konsultasi dengan KemenpanRB

Peta Rencana SPBE Kementerian berlaku untuk jangka waktu 5 
tahun, dan harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada 
Kementerian.  

1.

2.

3.

4.
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Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian (Pasal 10, 11, 12)

11

Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian  
• Merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran 

SPBE Kementerian.
• Disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan
• Berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian
• Usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian disampaikan oleh seluruh Unit Kerja 

Kementerian kepada Koordinator SPBE Kementerian
• Usulan rencana anggaran SPBE Kementerian selanjutnya dikonsolidasikan dan direviu oleh 

Pengelola SPBE Kementerian
• Setelah dikonsolidasikan dan direviu oleh Pengelola SPBE Kementerian, Koordinator SPBE 

Kementerian mengkoordinasikan rencana dan anggaran SPBE Kementerian kepada seluruh 
unit kerja Kementerian.   
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• Merupakan pedoman dalam penggunaan data dan 
informasi serta penerapan Aplikasi SPBE 
Kementerian, Keamanan SPBE Kementerian, dan 
Layanan SPBE Kementerian. 

• Disusun secara terintegrasi berdasarkan Arsitektur 
SPBE Kementerian untuk mendukung 
pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE 
Kementerian dan Layanan SPBE Kementerian

• Disusun oleh seluruh unit kerja dengan 
dikoordinasikan oleh Biro Ortala. 

Proses Bisnis

Proses Bisnis (Pasal 13, 14)
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Data dan Informasi (Pasal 15)
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Data dan Informasi
Mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki dan dikelola oleh 

Kementerian dan yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau 
pihak lain sesuai dengan kewenangan.

Penggunaan data dan informasi  mengutamakan bagi pakai data dan 
informasi antar unit kerja pada Kementerian , Kementerian dengan 

Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (IPPD) berdasarkan tujuan dan 
cakupan, penyedia akses data dan informasi, dan pemenuhan standar 

interoperabilitas data dan informasi. 

Data dan informasi tersebut disediakan oleh Unit Kerja pada Kementerian 
sesuai dengan tugas dan fungsi secara terintegrasi. Unit Kerja pada 

Kementerian bertanggung jawab atas keakuratan serta keamanan data 
dan informasi yang disediakan. 

1.

2.

3.
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Infrastruktur SPBE Kementerian (Pasal 16, 17, dan 18)
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Infrastruktur SPBE Kementerian
1. Penggunaan infrastruktur SPBE Kementerian bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam 
rangka penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kementerian. 

2. Penggunaannya dilakukan secara bagi pakai di dalam Kementerian, 
dan dalam penyelenggaraannya Pengelola SPBE Kementerian dapat 
berkoordinasi/berkonsultasi dengan Kemenkominfo RI. 

3. Infrastruktur SPBE Kementerian terdiri dari : (i) Jaringan Intra 
Kementerian; dan (ii) Sistem Penghubung Layanan Kementerian

4. Jaringan Intra Kementerian digunakan oleh seluruh unit kerja pada 
Kementerian untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam 
Kementerian

5. Sistem Penghubung Layanan Kementerian digunakan oleh seluruh unit 
kerja pada Kementerian untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE 
Kementerian. 

6. Selain kedua hal tersebut, infrastruktur SPBE Kementerian juga meliputi 
: (i) Pusat Komputasi Kementerian; (ii) Pusat Kendali Kementerian; dan 
(iii) Jaringan Internet Kementerian

7. Penyelenggaraan Pusat Komputasi Kementerian terhubung dengan 
Pusat Data Nasional

8. Seluruh unit kerja pada Kementerian harus menggunakan Infrastruktur 
SPBE Kementerian yang diselenggarakan oleh Pengelola SPBE 
Kementerian. 
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Aplikasi SPBE Kementerian (Pasal 19, 20, dan 21)
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Aplikasi SPBE 
Kementerian 

Digunakan oleh unit kerja Kementerian untuk memberikan Layanan SPBE 
Kementerian

Penyelenggaraan Aplikasi SPBE terdiri dari : pengembangan, pengelolaan, 
pemanfaatan, dan penghapusan Aplikasi SPBE Kementerian

Pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber 
terbuka

Aplikasi SPBE Kementerian terdiri dari : Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus

Seluruh unit kerja pada Kementerian harus menggunakan Aplikasi Umum 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Aplikasi khusus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan khusus 
Kementerian yang bukan termasuk Aplikasi Umum

Pengembangan Aplikasi khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE 
Kementerian, dan telah mendapatkan pertimbangan dari KemenpanRB. 

Petunjuk teknis pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan Aplikasi 
Khusus ditetapkan oleh Koordinator SPBE Kementerian.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Keamanan SPBE Kementerian (Pasal 22)
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1.Bertujuan untuk melindungi sumber daya terkait 
data dan informasi, infrastruktur SPBE Kementerian, 
dan Aplikasi SPBE Kementerian

2.Mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, 
ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
(nonrepudiation) sumber daya terkait data dan 
informasi, infrastruktur SPBE Kementerian, dan 
Aplikasi SPBE Kementerian. 

3.Keamanan SPBE harus diterapkan oleh seluruh unit 
kerja Kementerian

4.Penerapan Keamanan SPBE Kementerian 
dikoordinasikan oleh Pengelola SPBE Kementerian

Keamanan SPBE Kementerian 
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Layanan SPBE Kementerian (Pasal 23, 24, 25 dan 26)
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Layanan
SPBE 

Kementerian 

Terdiri atas : (a) Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik; (b) Layanan 
Publik berbasis elektronik

Layanan SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari unit kerja 
yang disampaikan melalui Koordinator SPBE Kementerian, dan berdasarkan Arsitektur 
SPBE Kementerian

Koordinator SPBE Kementerian mengoordinasikan integrasi Layanan SPBE Kementerian 
untuk menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu 
kesatuan alur kerja Layanan SPBE. 

Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik merupakan Layanan SPBE 
Kementerian yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan akuntabilitas Kementerian.

Layanan Adminstrasi Pemerintahan berbasis Elektronik meliputi layanan yang 
mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan 
barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, 
pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan Arsitektur SPBE 
Kementerian. 

Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik diterapkan dengan menggunakan 
Aplikasi Umum.

1
2

3
4
5

6
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Layanan SPBE Kementerian (Pasal 23, 24, 25 dan 26)
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Layanan SPBE Kementerian 
1. Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE Kementerian yang mendukung 

pelaksanaan pelayanan publik Kementerian, meliputi layanan yang mendukung tugas dan fungsi 
Kementerian.

2. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. 
Tetapi jika diperlukan, dapat pula menggunakan aplikasi khusus. 
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BAB III : 

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN
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Manajemen SPBE Kementerian (Pasal 28)
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Ø Pelaksanaan manajemen SPBE Kementerian dikoordinasikan 
oleh Koordinator SPBE Kementerian

Ø Koordinator SPBE Kementerian dapat melakukan 
koordinasi/konsultasi dengan Kementerian atau Lembaga yang 
memiliki kewenangan atas pelaksanaan manajemen SPBE 
Kementerian 

Ø Unit kerja pada Kementerian harus melaksanakan manajemen 
SPBE Kementerian sesuai pedoman pelaksanaan manajemen 
SPBE Kementerian. 

Ø Pelaksanaan manajemen SPBE Kementerian dapat 
berpedoman pada standar nasional/internasional sesuai 
dengan kebutuhan. 

Manajemen SPBE Kementerian meliputi

1. Manajemen risiko

2. Manajemen keamanan informasi

3. Manajemen data

4. Manajemen aset TIK

5. Manajemen SDM

6. Manajemen pengetahuan

7. Manajemen perubahan

8. Manajemen Layanan SPBE Kementerian 
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BAB IV : 

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI
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Audit TIK (Pasal 29, 30, 31)
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1. Bertujuan untuk memastikan kehandalan dan keamanan 
sistem TIK 

2. Terdiri atas : (i) Audit TIK Internal; dan (ii) Audit TIK 
Eksternal

3. Audit TIK terdiri dari : (i) Audit Infrastruktur SPBE 
Kementerian; (ii) Audit Aplikasi Khusus Kementerian; (iii) 
Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian; dan (iv) 
Audit Keamanan Aplikasi Khusus Kementerian

4. Audit TIK meliputi pemerikaan hal pokok teknis pada : (i) 
penerapan tata kelola dan manajemen TIK; (ii) 
Fungsionalitas TIK; (iii) Kinerja TIK; dan (iv) Aspek TIK 
lainnya.

5. Audit TIK Internal dilaksanakan oleh tim Audit TIK yang 
diketuai oleh Pengelola SPBE Kementerian dan 
beranggotakan unit kerja Kementerian terkait dan 
ditetapkan oleh Menteri.

6. Audit TIK Eksternal dilaksanakan oleh Lembaga 
pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana 
Audit TIK yang terakreditasi. 

Audit TIK
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BAB V : 

PENYELENGGARA SISTEM 
PEMERINTAHAN BERBASIS 
ELEKTRONIK KEMENTERIAN
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Penyelenggara SPBE Kementerian (Pasal 32)
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Penyelenggara SPBE Kementerian  
1. Bertujuan untuk memastikan SPBE Kementerian

terselenggara dengan baik
2. Terdiri atas : 

(i) Koordinator 
SPBE Kementerian; 

(ii) Pengelola SPBE 
Kementerian; dan 

(iii) unit kerja pada 
Kementerian
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Penyelenggara SPBE Kementerian (Pasal 33)
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Koordinator SPBE Kementerian mempunyai tugas

Tim Koordinator SPBE Kementerian 
dibentuk oleh Menteri, dan terdiri dari : 
• Pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian;
• Pengelola SPBE Kementerian;

1. Menetapkan kebijakan teknis terkait SPBE Kementerian;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE Kementerian;
3. Mengoordinasikan penyusunan terhadap Arsitektur SPBE Kementerian serta Peta Rencana SPBE 

Kementerian;
4. Mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur SPBE Kementerian, Peta Rencana SPBE Kementerian, 

dan pelaksanaan manajemen SPBE Kementerian;
5. Menugaskan Pengelola SPBE Kementerian atau unit kerja Kementerian untuk menyelenggarakan 

Aplikasi SPBE Kementerian;
6. Mengoordinasikan pengusulan Layanan SPBE Kementerian;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan manajemen SPBE Kementerian;
8. Mengoordinasikan integrasi Layanan SPBE Kementerian;
9. Menugaskan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal;
10. Mengoordinasikan tim asesor internal dalam pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian; dan
11. Menyampaikan laporan hasil reviu Arsitektur SPBE Kementerian, Peta Rencana SPBE Kementerian, 

dan pelaksanaan manajemen SPBE Kementerian kepada Menteri.
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Penyelenggara SPBE Kementerian (Pasal 34)
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Pengelola SPBE Kementerian mempunyai tugas
1. menyusun kebijakan teknis terkait SPBE Kementerian;
2. menyusun Peta Rencana SPBE Kementerian;
3. melaksanakan reviu terhadap Arsitektur SPBE Kementerian serta Peta Rencana 

SPBE Kementerian;
4. mengonsolidasikan usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
5. mengoordinasikan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi;
6. menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Kementerian;
7. menyelenggarakan Aplikasi SPBE Kementerian sesuai penugasan Koordinator SPBE 

Kementerian;
8. mengoordinasikan penerapan Keamanan SPBE Kementerian oleh unit kerja 

Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menyepakati perjanjian tingkat operasional layanan dengan unit kerja Kementerian 

yang bersangkutan;
10. mengetuai pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal sesuai 

penugasan Koordinator SPBE Kementerian dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

11. melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian bersama dengan Unit Kerja 
Kementerian.
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Penyelenggara SPBE Kementerian (Pasal 35)
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1. menyediakan data dan informasi secara akurat sesuai dengan 
tugas dan fungsi secara terintegrasi;

2. menggunakan Infrastruktur SPBE Kementerian yang 
diselenggarakan oleh Pengelola SPBE Kementerian;

3. menyelenggarakan Aplikasi SPBE Kementerian sesuai 
penugasan Koordinator SPBE Kementerian;

4. menggunakan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan;
5. menerapkan Keamanan SPBE Kementerian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengusulkan Layanan SPBE Kementerian untuk ditetapkan 

oleh Koordinator SPBE Kementerian dalam Layanan SPBE 
Kementerian;

7. menyepakati perjanjian tingkat operasional layanan bagi setiap 
Layanan SPBE dengan Pengelola SPBE Kementerian;

8. menyediakan perjanjian tingkat layanan bagi setiap Layanan 
SPBE; dan

9. melaksanakan Layanan SPBE Kementerian sesuai dengan 
tugas dan fungsi, perjanjian tingkat operasional layanan, dan 
perjanjian tingkat layanan.

Unit Kerja pada Kementerian mempunyai tugas
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BAB VI : 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 
ELEKTRONIK KEMENTERIAN
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Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian (Pasal 36)
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Pemantauan dan Evaluasi
SPBE Kementerian Bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan SPBE Kementerian.

Dilaksanakan oleh tim asesor internal paling sedikit sekali 
dalam setahun. 

Tim Asesor internal beranggotakan perwakilan dari unit 
kerja Kementerian dan Pengelola SPBE Kementerian 
dibawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian

Tim Asesor internal ditetapkan oleh Menteri. 

1

2

3

4
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BAB VII : 

KETENTUAN PENUTUP
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PENTING UNTUK DIKETAHUI (Pasal 38)
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Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1393); dan

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata 
Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1480),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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